BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 272 [KEP/412.013/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Bupati
dapat membentuk Tim Teknis Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Bojonegoro;

bahwa dengan adanya perubahan dalam Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2021,
sehingga Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022;

Undano-Undane Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 11 Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
di Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pembangunan dan Penataan Menara
Telekomunikasi Bersama;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
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19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2022;

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten

Bojonegoro;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Bojonegoro.
KESATU : Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas melakukan kajian teknis
berkaitan dengan pembangunan, operasional,
pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
kegiatan Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,

far

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan ANNA MU’AWANAH
kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab Bo;onegoro dan
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPAT] BOJONEGORO
NOMOR  : 188/ °/7KEP/412.013/2022

TANGGAL : § JULI

TIM TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BOJONEGORO

JABATAN JABATAN
DALAM TIM DALAM KEDINASAN
2 3
Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Ketua Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

Sekretaris Sub Koordinator Pembina Jasa Konstruksi Ahli

Muda Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

Anggota : a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bojonegoro;

b. Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Bojonegoro;

c. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;

d. Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Non Pajak pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan

e. Zaki Agus Rifa’i, S.Tr. (Staf pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan

Ruang Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

fernne

ANNA MU’AWANAH




